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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan 

capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 

2025. Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto  menyusun 2 Perjanjian 

Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan 

Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-

2029.  

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada perencanaan 2021-2025 mempunyai 3 sasaran 

strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. Sedangkan perjanjian kinerja pada 

perencanaan 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja menyusun 2 sasaran strategis dengan total 2 

indikator kinerja dan 2 target kinerja.  

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seseuai dengan perencanaan 

2021-2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator 

4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator 

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-

2029, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator; 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator; 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator; 

4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator 

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-

masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: 

 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) 

No 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Kinerja 

Target  Realisasi Capaian  

1 Meningkatnya penanganan konflik 

keagamaan dan memperkuat 

kerangka regulasi bagi kerukunan 

Persentase penurunan pelanggaran 

perda 

9.5% 8.1% 114% 

2 Meningkatnya tata kelola birokrasi 

pemerintahan yang efektif, efisien 

dan akuntabel 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81.5 81.96 111.7 % 

Persentase realisasi anggaran 85 % 59,16% 69.6% 

Indeks profesionalitas ASN 81 82,4 101,7 % 

3 Optimalisasi kualitas pelayanan 

melalui pembangunan inovasi yang 

mempunyai nilai tambah 

inovasi yang terinternalisasi dan 

tersosialisasi serta berkelanjutan 

2 Inovasi 2 inovasi 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 
(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029) 

No 

 
Kinerja utama/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Kinerja 

Target  Realisasi  Capaian (%) 

1 Meningkatnya rasa aman dan 

nyaman melalui penyelenggaraan 

ketertiban, dan perlindungan 

masyarakat serta penegakan Perda 

Prosentase penanganan 

gangguan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat dan 

pelanggaran Perda 

90% 96,19% 106,9% 

2 Meningkatnya tata kelola birokrasi 

pemerintahan yang efektif, efisien 

dan akuntabel 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81,8 81,96 100,2% 

 

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan 

realisasi sebesar Rp8.986.255.557,00  atau 86,06% dari total pagu anggaran sebesar Rp 

10.441.286.736,- 

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudan 

harapan tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

a. Landasan Hukum 

Penyusunan laporan kinerja ini didasarkan pada regulasi yang mengatur sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, di antaranya: 

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk menyusun 

laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan strategi 

organisasi. 

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini menjadi pedoman teknis 

agar laporan yang dihasilkan memiliki standar yang jelas dan dapat diperbandingkan 

 

b. Pengertian laporan kinerja 

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), laporan ini bukan sekadar 

kewajiban administratif, melainkan media untuk mengukur sejauh mana efektivitas penegakan 

Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dalam satu 

tahun anggaran. 

 

c. Proses pembuatan kinerja 

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian 

kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu yang disusun berdasarkan perencanaan kinerja 

yang telah ditetapkan. LKjIP menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi alat ukur 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pemangku kepentingan. 

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data 

kinerja, pengukuran dan evaluasi capaian indikator kinerja, analisis keterkaitan antara target dan 

realisasi kinerja, serta penyusunan narasi kinerja yang disertai dengan analisis hambatan, 

permasalahan, dan upaya perbaikan. Proses ini dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan 

berkelanjutan agar laporan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi kinerja instansi secara akurat. 

d. Hubungan laporan kinerja dengan dokumen perencanaan 
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  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian 

kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu yang disusun berdasarkan perencanaan kinerja 

yang telah ditetapkan. LKjIP menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi alat ukur 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pemangku kepentingan. 

  Laporan kinerja memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan 

dan perencanaan kinerja, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian 

Kinerja. LKjIP menjadi media untuk menilai konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

  Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga 

berperan penting sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Hasil 

evaluasi kinerja yang tertuang dalam LKjIP digunakan sebagai masukan dalam penyusunan 

perencanaan kinerja dan penganggaran tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil serta 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

 

e. Peran laporan kinerja untuk perencanaan selanjutnya 

  LKjIP berperan sebagai umpan balik (feedback loop) yang sangat vital. Hasil evaluasi 

dalam laporan ini memberikan potret mengenai program mana yang memberikan dampak 

signifikan dan program mana yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, LKjIP menjadi 

instrumen utama dalam: 

1) Penyusunan anggaran dan perencanaan program pada tahun berikutnya agar lebih berbasis 

kinerja (performance-based budgeting). 

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi daerah. 

3) Perbaikan tata kelola organisasi Satpol PP yang lebih transparan dan akuntabel. 

1.2. Gambaran Umum 

 Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 255 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga dengan dibentuknya tugas Satuan Polisi 

Pamong Praja diharapkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. 

penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat 

dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah terstruktur 

dengan jabatan struktural juga dapat dibentuk jabatan fungsional hasil dari penyetaraan dan terampil 

serta bisa diusulkan untuk mengikuti pelatihan, Pendidikan dan bimbingan teknis (Bimtek) sesuai 
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dengan Pasal 256 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto 

Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.  

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 

6 Tahun 2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ketentuan selanjutnya tercantum Peraturan  

Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah yang 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

 Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

(sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum) 

 Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

 Pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Sedangkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang 

termuat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto  

terdiri dari  

a. Kepala Satuan,  

b. Sekretariat, membawahi : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, 

membawahi: 

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 

2) Seksi Penindakan; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat, membawahi: 

1) Seksi Operasi dan Pengendalian; 

2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: 
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1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 

2) Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional.
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1.3. Isu-isu strategis 

 Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto difokuskan 

pada upaya mewujudkan rasa aman dan nyaman masyarakat melalui 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan 

masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa isu strategis yang 

memengaruhi pencapaian kinerja organisasi, belum tercapainya Standar 

pelayanan minimum, keterbatasan fleksibilitas pemanfaatan Dana bagi Hasil 

Cukai Tembakau (DBHCHT), dan ketersediaan PPNS.  

Isu strategis pertama yaitu, belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

pada indikator penanganan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati. Kondisi ini disebabkan karena selama pelaksanaan kegiatan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada periode pelaporan tidak terdapat 

masyarakat yang mengalami dampak sebagaimana dimaksud dalam indikator 

SPM. Akibatnya, capaian indikator tersebut belum dapat terpenuhi meskipun 

kegiatan penegakan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.  

Indikator SPM yang sangat bergantung pada kondisi situasional dan faktual 

di lapangan membuat pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Belum 

tercapainya indikator tersebut bukan serta merta akan rendahnya kinerja 

pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Namun, objeka pelayanana yang 

memenuhi kriteria SPM sebagaiamana yang disyaratkan dalam indikator memang 

tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengukuran 

kinerja pelayanan dasar karena capaian indikator tidak selalu berbanding lurus 

dengan intensitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

Kedua, Keterbatasan fleksibilitas pemanfaatan anggaran Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Alokasi anggaran DBHCHT yang digunakan 

untuk mendukung kegiatan penegakan peraturan memiliki ketentuan penggunaan 

yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 

Tahun 2021 beserta peraturan perubahannya. Kondisi tersebut membatasi ruang 

gerak perangkat daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan 

penegakan Peraturan Daerah secara lebih luas sesuai dengan dinamika di 

lapangan.  

Meskipun demikian, penggunaan anggaran DBHCHT harus mengacu 

secara ketat pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Ketentuan tersebut mengatur secara rinci 

mengenai jenis kegiatan, ruang lingkup program, serta komponen belanja yang 

diperbolehkan menggunakan sumber pendanaan DBHCHT. Akibatnya, tidak 

seluruh kebutuhan operasional penegakan Peraturan Daerah dapat dibiayai 

melalui anggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sinergi 

antarperangkat daerah serta optimalisasi sumber pendanaan lain yang sah agar 

pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tetap berjalan secara efektif tanpa 

bergantung pada satu sumber pembiayaan. 

Ketiga, Belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Ketiadaan PPNS 

menjadi salah satu kendala dalam proses penegakan Peraturan Daerah, 

khususnya pada tahapan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran. Akibatnya, 

penanganan perkara yang memerlukan kewenangan penyidikan harus 

dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang, sehingga berpotensi 

memengaruhi efektivitas dan kecepatan proses penegakan hukum daerah.  

Efektivitas penegakan Peraturan Daerah yang belum optimal, khususnya 

dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang memerlukan 
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proses yustisial membuat proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang 

lebih lama. Sehingga tindak lanjut proses penegakan perda/perkada terlebih 

proses yustisial memerlukan sinergi dari pihak luar yang membuat proses 

penyelesaian lebih panjang dari seharusnya.  

Rumusan isu strategis tersebut menjadi catatan penting dan rekomendasi 

strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada 

periode perencanaan berikutnya. Dengan menjadikan isu-isu ini sebagai dasar 

penyusunan kebijakan, diharapkan program dan kegiatan Satpol PP ke depan 

mampu menjawab permasalahan substantif, memperkuat kualitas perencanaan 

dan pencapaian kinerja, serta meningkatkan kontribusi nyata terhadap pencapaian 

tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

 

 

1.4. Sistematika 

Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Permenpanrb 

Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja 

dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah disusun sebagai 

berikut: 

 

Bab  I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi  serta permasalahan utama (strategic 

issued) yang sedang 

dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 

Bab III AKuntabilitas Kinerja 

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Diuraikan pula realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja 

 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

II. 1. Perjenjangan Strategis 

 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja yang sejalan dengan 

visi Bupati Mojokerto  yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih 

Maju, Adil dan Makmur maka dari 4 (lima) misi Bupati Mojokerto, Satuan Polisi 

Pamong Praja mengampuh misi  “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 

Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan 

Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Menjaga Ketentarman 

Masyarakat.”  Sasaran Kepala Daerah merupakan Tujuan Perangkat Daerah 

sedangkan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatkan rasa 

aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan 

pelindungan masyarakat serta penegakan Perda. Agar tercapainya sasaran 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rencana Strategis yaitu : 

1. Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala 

Daerah. 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara 

ketentraman dan ketertiban  

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis di atas, maka Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan dan sasaran sebagai 

berikut:  

1. Tujuan  

Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Sasaran 

Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka 

regulasi bagi kerukunan 

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks perjenjangan strategis: 

 
Tabel 2.1 Matriks Perjenjangan Strategis  

(Sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) 

 
Tujuan/Sasaran/Progam/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target 

Meningkatkan kualitas keimanan dan 
ketakwaan masyarakat 
 

Indeks Kerukunan 
Umat Beragama 

75.48 

 Meningkatnya penanganan konflik 
keagamaan dan memperkuat kerangka 
bagi kerukunan 

Prosentase penurunan 
pelanggaran perda 

9,5% 

  Progam Peningkatan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

1. Presentase 
Penurunan 
Pelanggaran Perda 

2. Persentase 
realisasi anggaran 
perangkat daerah 

3. Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

4. Jumlah inovasi 
yang 
terinternalisasi dan 
tersosialisasi serta 
berkelanjutan 

1. 9.5% 

2. 85% 

3. 81 

4. 2 

inovasi 
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   Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah penanganan 
gangguan ketertiban 
umum dan 
ketentraman 

112 Kali 

    Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan 
Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 

    Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat dalam rangka 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah Kegiatan 
Pemberdayaan 
Anggota SATLINMAS 
dalam 
Penyelenggaraan 

1 Dokumen 

    Kerja Sama Antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam Teknik 
Pencegahan dan Penanganan 
Gangguan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Kerja 
Sama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Teknik Pencegahan 
Kejahatan 

1 Dokumen 

    Peningkatan Kapasitas SDM 
Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Satlinmas melalui teknis 
Satpol PP dan Satlinmas 

Jumlah SDM Satuan 
Polisi Pamongpraja 
dan Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

280  Orang 

    Pencegahan gangguan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum melalui deteksi dini dan 
cegah dini, pembinaan dan 
penyuluhan, pelaksanaan 
patroli, pengamanan dan 
pengawalan 

Jumlah  Laporan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum yang 
Dicegah Melalui 
Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan, Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan 

76 Laporan 

    Penindakan atas gangguan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum berdasarkan Perda dan 
perkada melalui penertiban 
dan penanganan unjuk ras 
dan kerusuhan massa 

Jumlah  Laporan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
berdasarkan Perda dan 
Perkada Melalui 
Penertiban dan 
Penanganan  Unjuk 
Rasa dan Kerusuhan 
Massa yang Dilakukan 
Penindakan 

36 Laporan 

    Penyediaan layanan dasar 
dalam rangka dampak 
penegakaan Peraturan Daerah 
dan peraturan kepala daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Layanan 
Dampak Penegakan 
Perda dan Perkada 
yang Terlayaniumlah 
Laporan pemberian 
pelayanan dasar 
kepada warga Layanan 
yang ter Dampak 
Penegakan Perda dan 
Perkada yang 
Terlayani 

3 Laporan 

    Pengadaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Ketenteraman dan 

1 unit 
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ketenteraman dan ketertiban 
umum 

Ketertiban Umum yang 
Tersedia 

   Penegakan peraturan daerah 
kabupaten/kota dan peraturan 
Bupati/Walikota 

Jumlah Penegakan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali 
Kota 

162 Kali 

    Sosialisasi penegakan 
peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah 

Jumlah laporan 
Sosialisasi 
Pelanggaran Perda & 
Perkada kepada 
masyarakat 

54 laporan 

    Penanganan atas pelanggaran 
peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah 

1. Jumlah laporan 
Penertiban 
Pelanggaran Perda & 
Perkada kepada 
masyarakat 
2. Jumlah laporan 
penindakan dan 
Tipiring bagi 
masyarakat yang 
melanggar Perda & 
Perkada 

72 kali 

    Pengawasan atas kepatuhan 
terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah 

Jumlah Laporan  
penyelidikan dan 
penyidikan 
Pelanggaran 
Perda & Perkada 
kepada 

36 Laporan 

 

Meningkatnya tata kelola birokrasi 
pemerintahan yang efektif, efisien dan 
akuntabel 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

81.5 

 Persentase realisasi 
anggaran perangkat 
daerah 

85% 

 Indeks profesionalitas 
ASN 

81 

 Optimalisasi kualitas pelayanan melalui 
pembangunan inovasi yang mempunyai 
nilai tambah 

Jumlah inovasi yang 
terinternalisasi dan 
tersosialisasi serta 
berkelanjutan 

2 Inovasi 

  Program penunjang urusan 
pemerintahan daerah kabupaten/kota 
Dengan Indikator Persentase 
penunjang yang terpenuhi 

1. Tingkat Kepuasan 
Pengguna Layanan 
Kesekretariatan 
2. Persentase 
Realisasi Anggaran PD 

90% 

   Perencanaan, Penganggaran, dan 
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Kinerja PD  90% 

    Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan PD yang 
tersusun sesuai 
ketentuan 

5 laporan  

    Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

5 laporan 

   Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase rang yang 
menerima gaji dan 
tunjangan 

90% 

    Penyediaaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah orang yang 
menerima gaji dan 
tunjangan 

50 
orang/bulan 

   Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana Kantor 
sesuai standar 

90% 
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    Peyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

4 Paket 

    Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
disediakan 

4 Paket 

    Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
disediakan 

2  Paket 

    Penyediaan Bahan/Material jumlah Paket Bahan / 
Material yang 
disediakan 

3 Paket 

    Penyediaan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Jumlah laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

250 
Laporan 

   Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana Kantor 
sesuai standar 

90% 

    Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

16 Unit 

   Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Pelayanan 
Umum yang 
Terlaksana Sesuai 
Standar 

90% 

    Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang disediakan 

12 Laporan 

    Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang disediakan 

12 Laporan 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana Kantor 
sesuai standar 

90% 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas/ Operasional 
atau Lapangan yang 
dipelihara dan 
dibayatkan pajaknya 

26 Unit 

    Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah unit Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1  Unit 

    Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Praasarana 
Pendukung Kantor atau 
Bangunan lainnya 

Jumlah unit 
Pemeliharaan 
/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 

35 Unit 
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Tabel 2.2 Matriks Perjenjangan Strategis  

(Sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029) 

 
 

Tujuan/Sasaran/Progam/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target 

Terwujudnya ketenteraman masyarakat dan 
kerukunan umat beragama 
 

Indeks Kerukunan Umat 

Beragama (IKUB) 

74.60 

 Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban 
Umum yang  Optimal 
 

Prosentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketenteraman 

masyarakat dan 

pelanggaran Perda 

90% 

 

  Progam Peningkatan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Presentase penanganan 
gangguan ketertiban 
umum dan ketentraman 
masyarakat dan 
pelanggaran Perda 

90% 

   Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketentraman 

112 Kali 

    Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan 
Masyarakat 

Jumlah Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta 

Perlindungan 

Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 

    Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat dalam rangka 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan Anggota 

SATLINMAS dalam 

Penyelenggaraan 

1 Dokumen 

    Kerja Sama Antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam Teknik 
Pencegahan dan Penanganan 
Gangguan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kerja Sama 

antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam 

Teknik Pencegahan 

Kejahatan 

1 Dokumen 

    Peningkatan Kapasitas SDM 
Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Satlinmas melalui teknis 
Satpol PP dan Satlinmas 

Jumlah SDM Satuan 

Polisi Pamongpraja dan 

Satuan Perlindungan 

Masyarakat yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

280  Orang 

    Pencegahan gangguan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum melalui deteksi dini dan 
cegah dini, pembinaan dan 
penyuluhan, pelaksanaan 
patroli, pengamanan dan 
pengawalan 

Jumlah  Laporan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum yang 

Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan 

76 Laporan 

    Penindakan atas gangguan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum berdasarkan Perda dan 
perkada melalui penertiban dan 
penanganan unjuk ras dan 
kerusuhan massa 

Jumlah  Laporan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

berdasarkan Perda dan 

Perkada Melalui 

Penertiban dan 

Penanganan  Unjuk 

36 Laporan 
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Rasa dan Kerusuhan 

Massa yang Dilakukan 

Penindakan 

    Penyediaan layanan dasar 
dalam rangka dampak 
penegakaan Peraturan Daerah 
dan peraturan kepala daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Layanan 

Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada yang 

Terlayaniumlah Laporan 

pemberian pelayanan 

dasar kepada warga 

Layanan yang ter 

Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada yang 

Terlayani 

3 Laporan 

    Pengadaan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
ketenteraman dan ketertiban 
umum 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

yang Tersedia 

1 unit 

   Penegakan peraturan daerah 
kabupaten/kota dan peraturan 
Bupati/Walikota 

Jumlah Penegakan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

162 Kali 

    Sosialisasi penegakan 
peraturan daerah dan peraturan 
kepala daerah 

Jumlah laporan 

Sosialisasi Pelanggaran 

Perda & Perkada kepada 

masyarakat 

54 laporan 

    Penanganan atas pelanggaran 
peraturan daerah dan peraturan 
kepala daerah 

1. Jumlah laporan 

Penertiban Pelanggaran 

Perda & Perkada kepada 

masyarakat 

2. Jumlah laporan 

penindakan dan Tipiring 

bagi masyarakat yang 

melanggar Perda & 

Perkada 

72 kali 

    Pengawasan atas kepatuhan 
terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah dan peraturan 
kepala daerah 

Jumlah Laporan  

penyelidikan dan 

penyidikan Pelanggaran 

Perda & Perkada kepada 

36 Laporan 

 Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang 
pencapaian kinerja perangkat daerah 

Nilai SAKIP PD 81,8 

  Program penunjang urusan 
pemerintahan daerah kabupaten/kota 
Dengan Indikator Persentase penunjang 
yang terpenuhi 

1. Tingkat Kepuasan 

Pengguna Layanan 

Kesekretariatan 

2. Persentase Realisasi 

Anggaran PD 

90% 

   Perencanaan, Penganggaran, dan 
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Kinerja PD  90% 

    Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan PD yang 

tersusun sesuai 

ketentuan 

5 laporan  

    Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

5 laporan 

   Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase rang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan 

90% 

    Penyediaaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan 

50 

orang/bulan 

   Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Kantor sesuai standar 

90% 
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    Peyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

4 Paket 

    Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

disediakan 

4 Paket 

    Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

disediakan 

2  Paket 

    Penyediaan Bahan/Material jumlah Paket Bahan / 

Material yang 

disediakan 

3 Paket 

    Penyediaan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Jumlah laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

250 

Laporan 

   Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Kantor sesuai standar 

90% 

    Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

16 Unit 

   Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Pelayanan 

Umum yang Terlaksana 

Sesuai Standar 

90% 

    Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang disediakan 

12 Laporan 

    Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang disediakan 

12 Laporan 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Kantor sesuai standar 

90% 

    Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas/ Operasional atau 

Lapangan yang 

dipelihara dan 

dibayatkan pajaknya 

26 Unit 

    Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah unit Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

1  Unit 

    Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Praasarana 
Pendukung Kantor atau 
Bangunan lainnya 

Jumlah unit 

Pemeliharaan 

/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana 

35 Unit 

 
II.1. Indikator Kinerja Utama 
 
Dari perencanaan strategis yang telah dijelaskan di atas. Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Mojokerto memiliki indikator utama sesuai dengan tugas dan 
fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut:  
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Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama sesuai perencanaan 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

  

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Progam 

Satuan 
Rumus Perhitungan Sumber Data 

1 2 3  4  

1 

Meningkatnya 

penanganan 

konflik 

keagamaan 

dan 

memperkuat 

kerangka 

regulasi bagi 

kerukunan 

Persentase 

penurunan 

pelanggara

n perda 

persent

se 

Target-(
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛−𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
)x100% 

Capaian didapat dari jumlah total 

capaian masing-masing bidang 

Dari capaian 

masing-masing 

bidang  

2 Meningkatnya 

tata kelola 

birokrasi 

pemerintahan 

yang efektiff 

efisien, dan 

akuntabel  

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 

nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 

Defisini operasional : 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) adalah sistem 

yang mengintegrasikan perencanaan, 

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi 

kinerja secara terpadu dalam rangka 

mewujudkan pemerintah yang 

transparan dan akuntabel. 

Ket Nilai : 

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 

Kategori Kurang : 30 – 50 

Kategori Cukup : 50 – 60 

Kategori Baik : 60 -70 

Kategori Sangat Baik : 70 – 80 

Kategori Memuaskan : 80 -90 

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 

100 

Nilai Evaluasi 

SAKIP Bappeda 

yang 

Dikeluarkan oleh 

Inspektorat 

Daerah 

 

Persentase 

realisasi 

anggaran 

perangkat 

daerah 

persent

ase 

Jumlah serapan anggaran Serapan akhir 

anggaran 

Indeks 

Profesionali

tas ASN 

nilai Capaian komponen yang sesuai 

dengan permenpanrb 

Nilai IP ASN 

yang 

dikeluarkan BKN 

3 Optimalisasi 

kualitas 

pelayanan 

melalui 

pembangunan 

inovasi yang 

mempunyai 

nilai tambah 

Jumlah 

inovasi 

yang 

terinternalis

asi dan 

tersosialisa

si 

berkelanjut

an 

nilai Inovasi yang disosiallisasikan Dari inovasi  

masing-masing 

bidang 
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Tabel 2.4 

Indikator Kinerja Utama sesuai perencanaan 2025-2029 

 

 
 
  

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Progam 

Satuan 
Rumus Perhitungan Sumber Data 

1 2 3  4  

1 

Meningkatnya 

rasa aman dan 

nyaman 

melalui 

penyelenggara

an ketertiban, 

dan 

perlindungan 

masyarakat 

serta 

penegakan 

Perda 

Prosentase 

penanganan 

gangguan 

ketertiban 

umum dan 

ketentraman 

masyarakat 

dan 

pelanggaran 

Perda 

Prosentase 

penangana

n gangguan 

ketertiban 

umum dan 

ketentrama

n 

masyarakat 

dan 

pelanggara

n Perda 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
x100% 

Capaian didapat dari jumlah total 

capaian masing-masing bidang 

Dari capaian 

masing-masing 

bidang  

2 Peningkatan 

Tata Kelola 

Perangkat 

Daerah  

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 

 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 

Defisini operasional : 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) adalah sistem 

yang mengintegrasikan perencanaan, 

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi 

kinerja secara terpadu dalam rangka 

mewujudkan pemerintah yang 

transparan dan akuntabel. 

Ket Nilai : 

Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 

Kategori Kurang : 30 – 50 

Kategori Cukup : 50 – 60 

Kategori Baik : 60 -70 

Kategori Sangat Baik : 70 – 80 

Kategori Memuaskan : 80 -90 

Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 

100 

Nilai Evaluasi 

SAKIP Bappeda 

yang 

Dikeluarkan oleh 

Inspektorat 

Daerah 
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II.3 Perjanjian Kinerja 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian 

kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika: 

a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat; 

b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, 

dan/atau alokasi anggaran); 

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan 

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun 

dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan 

dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 

1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mempunyai 2 

kinerja yang dijanjikan.. Periode pertama yang sesuai dengan Renstra 2021-2025 

kemudian yang kedua berdasaran rencana strategis 2025-2029. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada perencanaan 2021-2025 mempunyai 

3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. Sedangkan 

perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja 

menyusun 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja. 

Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.5 

Perjanjian Kinerja sesuai perencanaan 2021-2025 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian 

Meningkatnya 

penanganan konflik 

keagamaan dan 

memperkuat kerangka 

regulasi bagi 

kerukunan 

Persentase penurunan 

pelanggaran perda 

9.5% 8.1% 114% 

Meningkatnya 

tatakelola birokrasi 

pemerintahan yang 

efektif, efisien dan 

akuntabel 

Nilai SAKIP perangkat 

daerah 

81.50 81.96 111.7% 

Persentase realisasi 

anggaran perangkat 

daerah 

85% 59.16% 90.74% 

Indeks Profesionalitas 

ASN 

81 82.4 101.7% 

Optimlaisasi kualitas 

pelayanan melalui 

pembangunan inovasi 

yang mempunyai nilai 

tambah 

Jummlah inovasi yang 

terinternalisasi dan 

tersosialisasi serta 

berkelanjutam 

2 2  2 

 

Sedangkan perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 

Perjanjian Kinerja sesuai perencanaan 2025-2029 

 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian 

Terwujudnya 

ketenteraman dan 

ketertiban umum yang 

optimal 

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketenteraman 

masyarakat dan 

pelanggaran Perda 

90% 96.19% 106.9% 

Meningkatnya kualitas 

tatakelola penunjang 

capaian kinerja 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP perangkat 

daerah 

81.50 81.96 111.7% 

 

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi 

anggaran, sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Progam dan anggaran 

No Progam Anggaran 

1 Progam penunjang urusan pemerintah daerah 

kabupaten/kota 

Rp. 6.370.752.013,00 

2 Progam peningkatan ketenteraman dan ketertiban 

umum 

Rp. 4.070.534.723,00 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Satpol PP Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem 

perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian 

kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan 

dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja. 

 

III. 1. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran 

 Pengukuran kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto tahun 2025 berdasar 

pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diukur 

dari pencapaian indikator sasaran yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-

rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari 

rata-rata capaian seluruh indikator sasaran. Realisasi masing-masing target 

indikator kinerja pada masing-masing sasaran yang diperjanjikan Sekretariat 

Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana 

pada tabel berikut ini: 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada perencanaan 2021-2025 mempunyai 

3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. Sedangkan 

perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja 

menyusun 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja.  

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seseuai 

dengan perencanaan 2021-2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator 

4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 

indikator 

Tabel III.1. Capaian perjanjian kinerja tahun 2025 
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) 

 
NO SASARAN INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI %CAPAIAN 

1 Meningkatnya 
penanganan konflik 
keagamaan dan 
memperkuat 
kerangka regulasi 
bagi kerukunan 

Persentase 
penurunan 
pelanggaran 
perda 

9.5% 8.1% 114% 

2 Meningkatnya 
tatakelola birokrasi 
pemerintahan yang 
efektif, efisien dan 
akuntabel 

Nilai SAKIP 
perangkat 
daerah 

81.50 81.96 111.7% 

Persentase 
realisasi 
anggaran 

85% 59.16% 90.74% 
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perangkat 
daerah 

Indeks 
profesionalitas 
ASN 

81 82.4 101.7% 

3 Optimalnya kualitas 
pelayanan melalui 
pembangunan 
inovasi yang 
mempunyai nilai 
tambah 

Jumlah inovasi 
yang 
terinternalisasi 
dan 
tersosialisasi 
serta 
berkelanjutan 

2 2 100% 

 

 
Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode 

perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator; 

2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator; 

3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator; 

4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 

indikator 

Tabel III.2. Capaian perjanjian kinerja tahun 2025 

(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029) 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian 

Terwujudnya 

ketenteraman dan 

ketertiban umum yang 

optimal 

Persentase penanganan 

gangguan ketertiban 

umum dan ketenteraman 

masyarakat dan 

pelanggaran Perda 

90% 96.19% 106.9% 

Meningkatnya kualitas 

tatakelola penunjang 

capaian kinerja 

perangkat daerah 

Nilai SAKIP perangkat 

daerah 

81.50 81.96 111.7% 

 

 

III.2. Analisis kinerja 

 

Di tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto memiliki 

2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun yang sesuai dengan perencanaan 

2021-2025 dan perjanjian kineja sesuai perencanaan 2025-2029. Pada perjanjian 

kinerja sesuai perencanaan 2021-2025 sejumlah 3 sasaran strategi dengan total 

5 indikator kinerja dan 5 target kinerja 

Penjabaran formulasi perhitungan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan 2021-2025 adalah 
sebagai berikut : 

 
a) Sasaran strategis 1 Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan 

memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan terealisasi sebesar 8.1%% 

dengan capaian realisasi sebesar 114% dengan kategori sangat tinggi: 

Perhitungan persentase penanganan konflik keagamaan dan memperkuat 

kerangka regulasi bagi kerukunan 6.13% diperoleh dari jumlah persentase 

periode Januari sampai dengan September dari: 
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- Persentase Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan fasilitasi 

penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan 

daerah 1,02% 

- Persentase Terlaksananya monitoring dibidang penegakan 

perundang-undangan daerah 1,08% 

- Terlaksananya fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta 

pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masayarakat 1,01% 

- Terlaksananya pengawasan dan monitoring di bidang 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

0.98% 

- Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) 

serta pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat 

(SATLINMAS)  masyarakat 1 % 

- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan 

Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan 

potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian Satuan 

Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) 1,04 % 

 

b) Sasaran strategis 2 Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang 

efektif, efesien dan akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai 

SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81,96 dengan tingkat capaian 100,2% 

dengan predikat sangat tinggi. Berikut merupakan rekomendasi dari nilai 

SAKIP Perangkat Daerah: 

c) Sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase 

realisasi anggaran perangkat daerah sebesar 59,16% dengan capaian 

sebesar 69,6% selama periode januari sampai September 2025 dengan 

predikat sedang. 

d) Sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja yang ketiga yaitu Indeks 

profesionalitas ASN sebesar 81,96% dengan capaian sebesar 100,2% dengan 

predikat sangat tinggi. 

Penjabaran formulasi perhitungan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mojokerto pada perencanaan 2025-2029 terdapat 2 sasaran 

strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja.  

a) Sasaran strategis 1, Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang 

optimal. Didapat dari jumlah rata-rata perhitungan sebagai berikut: 

1) Persentase Terlaksananya penegakan peraturan daerah kabupaten/kota 

dan peraturan bupati/walikota Persentase pengawasan, pengendalian dan 

fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan 

daerah sebesar 85,16% 

2) Persentase Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan 

ketertban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebesar 95,53% 

3) Persentase Tercapainya peningkatan kapasitasa SDM anggota Satpol PP 

dan Satlinmas Persentase pengawasan dan pengendalian dibidang 

pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), 

pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian 

Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sebesar 107,85 % 

b) Sasaran strategis 2 Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang 

efektif, efesien dan akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai 

SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81,96 dengan tingkat capaian 100,2% 
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dengan predikat sangat tinggi. Berikut merupakan rekomendasi dari nilai 

SAKIP Perangkat Daerah: 

 

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 
cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 

 
Tabel 3.3 

Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025 

Pada perencanaan 2021-2025 

No 

 

Kinerja utama/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Data awal baseline 2024 2025 

Target  Realisasi Capaian  Target  Realisasi Capaian  

1 Meningkatnya penanganan 

konflik keagamaan dan 

memperkuat kerangka regulasi 

bagi kerukunan 

Persentase penurunan 

pelanggaran perda 

10% 8.1% 123% 9.5% 8.1% 114% 

2 Meningkatnya tata kelola 

birokrasi pemerintahan yang 

efektif, efisien dan akuntabel 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81 81.75 100,9% 81.5 81.96 111.7 % 

Persentase realisasi anggaran 90% 85% 94% 85 % 59,16% 90.74% 

Indeks profesionalitas ASN 83.45 78.34 93,8% 81 82,4 101,7 % 

3 Optimalisasi kualitas pelayanan 

melalui pembangunan inovasi 

yang mempunyai nilai tambah 

inovasi yang terinternalisasi dan 

tersosialisasi serta berkelanjutan 

2 

Inovasi 

2 inovasi 100% 2 Inovasi 2 inovasi 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, capaian indikator “persentase realisasi 
anggaran ” di tahun 2025 sebesar 90.74%. Angka capaian tersebut didapatkan 
dari target sebesar 85% dan realisasi sebesar 59.16%. Realisasi tersebut masih 

belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu: 
1) Capaian tersebut menggambarkan realisasi sampai bulan September 2025 

atau tidak genap 1 tahun 

2) Tidak terdapat masyarakat atau warga negara yang terdampak akibat 

pelanggaran Perda/Perkada 

3) Rasio anggaran DBHCHT terlalu besar dan peruntukannya sudah diatur 

oleh PMK 215 Dalam hal penegakan perda terkendala tidak adanya PPNS 

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu: 
1) kedepannya penganggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

pelayanan dasar 

2) Tahun 2026 diharapkan ada PMK terbaru dan sudah disesuaikan dengan 

OPD terkait untuk efisiensi anggaran 

3) Tahun 2026 diusulkan diklat PPNS 

Capaian indikator “persentase persentase penurunan pelanggar perda, Nilai 
SAKIP perangkat daerah, Indeks profesionalitas ASN, dan onovasi yang 
terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan ” di tahun 2025 semuanya 
melebihi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai 
target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu: 

1) Komitmen dari semua anggota 

2) Terbangunnya kerjasama, saling percaya dan sense of belong terhadap 

perangkat daerah 

3) Peningkatan efisiensi operasional 

 
 
 
 
 



23 

 

 
Tabel 3.3 

Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025 
Pada perencanaan 2025-2029 

No 
 

Kinerja utama/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Data awal baseline 2024 2025 

Target  Realisasi Capaian  Target  Realisasi Capaian  

1 Meningkatnya penanganan 
konflik keagamaan dan 
memperkuat kerangka regulasi 
bagi kerukunan 

Persentase penanganan 
gangguan pelanggaran perda 

- 
 

- - 90% 96,19% 106,9% 

 Meningkatnya tata kelola 
birokrasi pemerintahan yang 
efektif, efisien dan akuntabel 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81 81.75 100,9% 81.5 81.96 100.2 % 

 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, dari 2 indikator kinerja telah melebihi 
target yang telah dicanangkan. Capaian indikator pertama persentase 
penanganan gangguan pelanggaran perda sebesar 106,9%. Angka tersebut 
didapat dari target 90% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 96,19%.  
Capaian indikator kedua, Nilai SAKIP perangkat daerah capaian yang diraih 
sebesar 100,2%. Angka tersebut didapat dari target sebesar 81,5 sedangkan 
realiasasi yang dicapai sebesar 81,96. Keberhasilan capaian dua indikator 
tersebut didapat karena didukung beberapa faktor. Diantaranya: 

1) Komitmen dari semua anggota 

2) Terbangunnya kerjasama, saling percaya dan sense of belong 

terhadap perangkat daerah 
Tabel 3.4 

Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Progam Tahun 2024 – 2025 

Pada perencanaan 2025-2029 

 

 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan, capaian indikator Prosentase 

penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan 

pelanggaran Perda, dan nilai sakip perangkat daerah telah melebihi target 

yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan 

beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu: 

1) Komitmen dari semua anggota 

2) Terbangunnya kerjasama, saling percaya dan sense of belong 

terhadap perangkat daerah 

3) Peningkatan efisiensi operasional 

  

No Sasaran Progam Indikator Progam Rumus Perhitungan 

Data Awal 

Baseline 
2025 

2024 Target  Realisasi  Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Meningkatnya rasa aman dan 
nyaman melalui penyelenggaraan 
ketertiban, dan perlindungan 
masyarakat serta penegakan 
Perda 

Prosentase penanganan 
gangguan ketertiban umum 
dan ketentraman 
masyarakat dan 
pelanggaran Perda 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑋100% 90% 90% 96.19% 106,9% 

2 Peningkatan Tata Kelola Perangkat 
Daerah  

Nilai Sakip Perangkat 
Daerah 

Nilai Evaluasi SAKIP 
Bappeda yang Dikeluarkan 
oleh Inspektorat Daerah 

81.75 81.6 81,96 
100,2% 
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Tabel 3.4 
Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target renstra  

Pada perencanaan 2025-2029 

 

 
 
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya 

Prestasi kinerja lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 
ditunjukkan melalui capaian level kinerja yang secara komparatif dapat 
dibandingkan dengan instansi sejenis pada tingkat kabupaten/kota maupun 
terhadap capaian rata-rata provinsi dan nasional. Perbandingan kinerja ini dapat 
dilihat dari berbagai indikator yang relevan dan dapat dibandingkan lintas instansi, 
antara lain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan kualitas 
tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas kinerja 
organisasi. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.4 

Perbandingan nilai SAKIP dan SPM 

 

N
o 

Indikator Kinerja  
Realisasi  
Satpol PP 
Kabupaten 

Realisasi 
Kabupaten 

Realisasi 
Satpol Provinsi 

1 

 

 

Nilai SAKIP perangkat daerah 81.96 75,67 89.81 

 
 

No Jenis Pelayanan 
Indikator 
Kinerja  

Target 
SPM 

Realisasi  
Capaian 

1 Persentase pencapaian 
penerima layanan dasar 

Jumah yang 
harus dilayani 

5 5 100% 

2 Persentase pencapaian 
layanan 

Jumlah mutu 
yang harus 
dilayani 

100% 83.3% 83.3% 

 
Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Satpol 

PP Kabupaten Mojokerto berada lebih rendah dibandingkan dengan instansi 
pembanding, sehingga peningkatan kinerja organisasi yang lebih optimal, terukur, 
dan berorientasi pada hasil. Capaian ini menjadi cermin dan semangat untuk 
selalu berkemajuan daerah dalam mengelola sumber daya, kualitas pelayanan, 
serta melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan berkelanjutan.  

III.4. Akuntabilitas anggaran 
 Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto maka perlu didukung anggaran 

program  tahun 2025 dengan total alokasi belanja pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 14.227.517.356 (Empat belas miliar dua 

ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

No Sasaran Progam Indikator Progam 

Data Awal 

Baseline 

2025 Target Renstra 

2024 Target  Realisasi  2026 2027 2028 2029 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatnya rasa aman dan 
nyaman melalui penyelenggaraan 
ketertiban, dan perlindungan 
masyarakat serta penegakan 
Perda 

Prosentase penanganan 
gangguan ketertiban umum 
dan ketentraman 
masyarakat dan 
pelanggaran Perda 

90% 90% 96.19% 90% 90,20% 90,40% 90,60% 

2 Peningkatan Tata Kelola Perangkat 
Daerah  

Nilai Sakip Perangkat 
Daerah 

81.75 81.6 81,96 81,5 90,20 90,40 90,60 
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Tabel 3.5 

Realisasi Anggaran Tahun 2025 

No Sub Kegiatan Pagu anggaran  Realisasi Persentase 

1 Koordinasi 

Penyelenggaraan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat 

tingkat kabupaten/kota 

59.285.400 55.730.175 94.00% 

2 Pemberdayaan 

perlindungan masyarakat 

dalam rangka 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

107.433.250 102.432.384 95.35% 

3 Peningkatan kapasitas 

SDM satuan polisi 

pamong praja dan satuan 

perlindungan masyarakat 

termasuk dalam 

pelaksanaan tugas yang 

bernuansa hak asasi 

manusia 

170.565.600 161.991.524 94.97% 

4 Kerja sama antar lembaga 

dan kemitraan dalam 

teknik pencegahan dan 

penanganan gangguan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

35.398.000 32.280.000 91.19% 

5 Pencegahan gangguan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum melalui 

deteksi dini dan cegah dini 

pembinaan, dan 

penyuluhan pelaksanaan 

patroli, pengamanan dan 

pengawalan 

1.011.089.460 1.003.693.560 99.27% 

6 Penindakan atas 

gangguan ketenteraman 

dan ketertiban umum 

berdasarkan perda dan 

perkada melalui 

penertiban dan 

penanganan unjuk rasa 

dan kerusuhan masa 

760.547.000 749.495.000 98.55% 

7 Penyediaan layanan 

dasar dalam rangka 

dampak penegakan 

peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah 

5.603.627 - 0% 

8 Pengadaan pemeliharaan 

sarana dan prasarana 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

120.696.000 118.300.258 98.02% 

9 Sosialisasi penegakan 

peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah 

316.652.606 234.342.867 74.01% 
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10 Penanganan atas 

pelanggaran peraturan 

daerah dan peraturan 

kepala daerah 

1.383.263.780 701.982.140 50.75% 

11 Pengawasan atas 

kepatuhan terhadap 

pelaksanaan peraturan 

daerah dan peraturan 

kepala daerah 

100.000.000 89.350.384 89.35% 

12 Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat 

daerah 

1.000.000 1.000.000 100% 

13 Evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

500.000 500.000 100% 

14 Penyediaan gaji dan 

Tunjangan ASN 

5.908.300.000 5.339.186.074 90.37% 

15 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

43.147.801 41.496.250 96,17% 

16 Penyediaan barang 

logistic kantor 

1.800.000 1.710.000 95% 

17 Penyediaan barang cetak 

dan penggandaan  

3.499.000 3.388.050 96.82% 

18 Penyediaan 

bahan/material 

15.000.000 13.236.00 95.70% 

19 Penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

36.220.906 34.660.840 95.70% 

20 Pengadaan Mebel 19.918.900 18.001.250 90.37% 

21 Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya 

air, dan listrik 

76.999.372 56.766.827 73.72% 

22 Penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor 

128.706.240 111.241.816 86.43% 

23 Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak, dan 

perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

95.990.700 91.847.707 95.68% 

24 Pemeliharaan/rehabilitasi 

gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

30.000.000 14.347.450 47.82% 

25 Pemeliharaan/rehabilitasi 

sarana dan prasarana 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

9.670.000 9.275.000 95.92 

Jumlah 10.441.286.736 8.986.255.557 86.06% 

 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 86.06 % dengan realisasi 

sebesar Rp 8.986.255.557 dari total pagu anggaran 10.441.286.736. Capaian 

realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto  tahun 2025 termasuk kategori tinggi. 

 Berdasarkan capaian sub kegiatan tersebut, dapat dilihat perbandingan 

capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 

Perbandingan capaian kinerja dengan anggaran 

 

No 
Sasaran 

Strategus 

Indikator 

Kinerja 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

rasa aman dan 

nyaman melalui 

penyelenggaraan 

ketertiban, dan 

perlindungan 

masyarakat serta 

penegakan 

Perda 

Prosentase 

penanganan 

gangguan 

ketertiban 

umum dan 

ketentraman 

masyarakat 

dan 

pelanggaran 

Perda 

90% 96.19% 106,9% 4.070.534.723 

 

3.249.598.292 

 

79,83% 
 

2 Peningkatan 

Tata Kelola 

Perangkat 

Daerah  

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 
81.6 81,96 100,2% 

6,370,752,013 

 

5.736.657.265 

 
92,29% 

Rata- rata Capaian 103,5 Total capaian 86,06 

 

Dengan capaian kinerja sebesar 103,5% dan capaian keuangan sebesar 

86,06%, efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 

sebesar 17,44%.Efisiensi sebesar 17,5% kontribusi terbesar pada pelaksanaan 

Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang 

lebih 49% dan hanya 50% yang dipakai untuk tahun 2025. Selanjutya di tahun 2026, 

karena merupakan anggaran bagi hasil cukai maka penggunaany harus sesuai dengan 

peraturan menteri keangan dan mendagri. Dan dengan tidak adanya dampak penegakan 

peraturan daerah maka terkait dengan SPM dampak penegakan peraturan daerah tidak 

dapat dilakukan pelaksaaan kegiatan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
 Capaian indikator sasaran RKT 2025 yang sesuai dengan Renstra Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2025 mempunyai 3 

sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. 

,sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat 

kerangka regulasi bagi kerukunan dengan indikator Persentase 

penurunan pelanggaran Perda dengan capaian kinerja sebesar 114% 

2. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efesien 

dan akuntabel dengan indikator pertama Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah dengan capaian sebesar 111.7%. Kedua, dengan indikator 

Persentase realisasi anggaran perangkat daerah capaian sebesar 

69.6%. Ketiga, dengan indikator Indeks profesionalitas ASN  capaian 

sebesar  101,7%; dan 

3. Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan 

daerah indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi 

serta berkelanjutan Nilai capaian kinerja sebesar 100% . 

 Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto tahun 2025 yang sesuai dengan perencanaan 2021-2025, 

capaian kinerja rata-rata sebesar 99,4 % atau pada kategori Sangat Berhasil. 

 

Capaian indikator sasaran RKT 2025 sesuai dengan Renstra Satpol PP 

Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:  

1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan 

ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda 

sebesar 106,9%  

2. Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien 

dan akuntabel sebesar 100,2% 

 Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mojokerto tahun 2025, yang sesuai dengan perencanaan 2025-2029 

capaian kinerja rata-rata sebesar 103,55% atau pada kategori Sangat Berhasil. 

 

B. Langkah Perbaikan  

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Mojokerto untuk meningkatnya kinerja penanganan konflik keagamaan 
dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan sebagaimana pada tabel di 
bawah ini: 
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Tabel 4.1 

Langkah Perbaikan LKjIP 
 

No Langkah 
Perbaikan LKjIP 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Pemetaan Program/ 
Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

 

Timeline 

Tahun 
2024 

(murni) 

 

Tahun 
2024 

(murni) 

 

Tahun 
2025 

1 Meningkatnya 
penanganan konflik 
keagamaan dan 
memperkuat 
kerangka regulasi 
bagi kerukunan 

Secara berkala 
Satpol PP 
melaksanakan 
pengendalian dan 
evaluasi kinerja 
IKU dan IKK 
sampai dengan 
sub kegiatan 
untuk memastikan 
pencapaiannya 

Evaluasi dan Pelaporan 
Progam dan Kegiatan:   
Progam Peningkatan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum 
1. Kegiatan penanganan 

gangguan ketenteraman 

dan ketertiban umum 

dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten/kota 

2. Kegiatan penegakan 

peraturan daerah 

kabupaten/kota dan 

peraturan 

bupati/walikota 

√ √ √ 



30 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 
1) Perjanjian kinerja sesuai rencana 2021-2025 

 

  
 
2) Perjanjian kinerja sesuai rencana 2025-2029 
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3) Rekap capaian kinerja januari-agustus 2025 

 
 
4) Rekap capaian kinerja September 2025 
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5) Rekap capaian kinerja Oktober-Desember 2025 

 
6) Piagam penghargaan 
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7) Tabel Monev Renja 

 

Tabel T-C.29 

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 

KABUPATEN MOJOKERTO 

           

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja 

           
KODE         Target dan Realisasi kinerja 

program dan Kegiatan 
  Perkiraan Realisasi 

Capaian Target Renstra 
SKPD 

  indikator Target 
Kinerja  

Realisasi 
target 

Tahun lalu (n-2)   s.d tahun berjalan 

Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Capaian 
Program 

Kinerja 
Hasil  

      Target 
Program 

Realisasi 
Capaian 
Program 

Tingkat 
capaian 

Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ (Renstra 
SKPD) 

Program 
dan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Tingkat 
Realisasi 

dan 
Kegiatan 

dan 
Kegiatan 
s/d tahun 

Realisasi 
target 

Program/Kegiatan Kegiatan (Out Put) Tahun 
2022 

Keluaran 
Kegiatan 

SKPD 
Tahun 

SKPD 
Tahun 

(%) (Renja 
SKPD 

berjalan Renstra 

      s/d 
dengan 
tahun 

2023 2023   tahun 
2023 

(Tahun 
2024) 

(%) 

      2021             

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

1.05.03 Satuan Polisi Pamong Praja                   
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7:01:01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

    83,4 (A) 81,00 (A) 90% 83,4 (A) 81,00 (A) 90% 

    Jumlah lnovasiyang 
terinternalisasi dan 
tersosialisasi serta 
berkelanjutan 

    1 1 1 1 1 1 

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

    2 
dokumen 

2 
dokumen 

100% 2 
dokumen 

2 dokumen 100% 

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

    7 
dokumen 

7 
dokumen 

100% 7 
dokumen 

7 dokumen 100% 

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

    14 bulan 14 bulan 100% 14 bulan 14 bulan 100% 

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    14 bulan 14 bulan 100% 14 bulan 14 bulan 100% 

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

    130 
orang 

130 
orang 

100% 130 orang 130 orang 100% 

7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

    130 
orang 

130 
orang 

100% 130 orang 130 orang 100% 
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7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

    0 bulan 0 bulan 0% 0 bulan 0 bulan 0% 

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    5 paket 5 paket 100% 5 paket 5 paket 100% 

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

    1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 

7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan 
Bahan/Material 

    1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

    235 OH 150 OH 65% 235 OH 150 OH 65% 

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

    0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0% 

7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

    0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0% 
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7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

    0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0% 

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

    0 orang 0 orang 0% 0 orang 0 orang 0% 

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah bulan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.01.2.09  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.01.2.09.01  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

    0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0% 

7.01.01.2.09.02  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, 
Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

    22 unit 21 unit 97% 22 unit 21 unit 97% 
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7.01.01.2.09.06  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

    0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0% 

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

    I unit I unit 100% I unit I unit 100% 

7:01:02 PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase 
pelanggaran Perda 
yang tertangani 

    90% 80% 85% 90% 80% 85% 

    Prosentase 
penanganan gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umum yang 
terselesaikan 

    90% 90% 100% 90% 90% 100% 

    Persentase anggota 
Satlinmas yang terlatih 

    30% 30% 100% 30% 30% 100% 

7.01.02.2.01 Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.02.2.01.01  Pencegahan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum melalui Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, Pembinaan dan 
Penyuluhan, Pelaksanaan 
Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalan 

Jumlah Pencegahan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
melalui Deteksi Dini 
dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan 

    120 
laporan 

119 
laporan 

99% 120 
laporan 

119 laporan 99% 
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7.01.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum Berdasarkan Perda dan 
Perkada melalui Penertiban dan 
Penanganan Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa 

Jumlah Penindakan 
atas Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
Berdasarkan Perda 
dan Perkada melalui 
Penertiban dan 
Penanganan Unjuk 
Rasa dan Kerusuhan 
Massa 

    180 
laporan 

175 
laporan 

99% 180 
laporan 

175 laporan 99% 

7.01.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan 
Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan 
Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

    1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 

7.01.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat dalam rangka 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah peserta 
Pemberdayaan 
Perlindungan 
Masyarakat dalam 
rangka Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 

    2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 2 laporan 100% 

7.01.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM 
Satuan Polisi Pamongpraja dan 
Satuan Perlindungan Masyarakat 
termasuk dalam Pelaksanaan 
Tugas yang Bernuansa Hak 
Asasi Manusia 

Jumlah peserta 
Peningkatan Kapasitas 
SDM Satuan Polisi 
Pamongpraja dan 
Satuan Perlindungan 
Masyarakat termasuk 
dalam Pelaksanaan 
Tugas yang Bernuansa 
Hak Asasi Manusia 

    280 
orang 

260 
orang 

90% 280 orang 260 orang 90% 
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7.01.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam Teknik 
Pencegahan dan Penanganan 
Gangguan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah peserta 
Kerjasama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Teknik Pencegahan 
dan Penanganan 
Gangguan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

    1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 

7.01.02.2.01.08 Pengadaan dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

Jumlah Pengadaan 
dan Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

    2 unit 2 unit 100% 2 unit 2 unit 100% 

7.01.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah Penegakan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali 
Kota 

    12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 

7.01.02.2.01.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah Sosialisasi 
Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

    12 
laporan 

9 laporan 80% 12 
laporan 

9 laporan 80% 

7.01.02.2.01.02 Pengawasan atas Kepatuhan 
terhadap Pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah Pengawasan 
atas Kepatuhan 
terhadap Pelaksanaan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati/Wali 
Kota 

    12 
laporan 

10 
laporan 

85% 12 
laporan 

10 laporan 85% 

7.01.02.2.01.03 Penanganan atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah Penanganan 
atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati/Wali 
Kota 

    12 
laporan 

7 laporan 65% 12 
laporan 

7 laporan 65% 

 

 

 



i 

 

 

 


